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Nomor 14 Tahun 2010 

 
PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA 

NOMOR  14 TAHUN 2009 
 

TENTANG 
 

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 
DAN PENCATATAN SIPIL DI KOTA SAMARINDA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA SAMARINDA, 

 
Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, tentang 
Administrasi Kependudukan, perwujudannya diperlukan 
penataan penyelenggaraan pendaftaran penduduk, 
pencatatan sipil dan pengelolaan Sistem Informasi 
Administrasi Kependudukan dalam rangka mewujudkan 
tertib administrasi kependudukan di Kota Samarinda ; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah 
tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil di Kota Samarinda. 

 
Mengingat :   1.  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, Pasal 26 tentang Warga Negara dan 
Penduduk ayat (1) dan (2) ;  
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 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 352) tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820) ; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1974 Nomor 1) ; 

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang 
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 33) ; 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 
1997, tentang Pajak Daerah dan Retribution Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah 
diubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4048) ;  

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 
1999, tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) ; 

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2002, tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ; 

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
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(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 4389) ; 

 
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2006, tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 63) ; 

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 
2006, tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124) ; 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 
Tahun 2007, tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4736) ; 

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara 
Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82) ; 

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 
Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 89) ; 

14. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang 
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ; 

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 
2008, tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran 
Penduduk dan Pencatatan Sipil ; 

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 
2009, tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk 
BerbasisNomor Induk Kependudukan secara Nasional ; 
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17. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda 
dalam melaksanakan Otonomi Daerah (Lembaran 
Daerah Tahun 2008 Nomor 06) ; 

18. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kota Samarinda (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 
11).  

 
 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA 

dan 

WALIKOTA SAMARINDA 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG 

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI 
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

 
 

BAB   I 
 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal  1 
 

Dalam Peraturaan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
 
1. Daerah adalah Kota Samarinda ; 
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2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ; 
 
3. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut 
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia ; 

 
4. Kepala Daerah adalah Walikota Samarinda ; 
 
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD 

adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsure 
penyelenggara Pemerintah Daerah ; 

 
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah perangkat 

Pemerintah Kota Samarinda yang bertanggungjawab dan berwenang 
melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan ; 

 
7. Camat adalah Perangkat Wilayah Kecamatan dalam wilayah Kota 

Samarinda ; 
 
8. Kelurahan adalah unit kerja Pemerintah Kota Samarinda yang berada 

langsung di bawah Camat dan dalam melaksanakan tugas bertanggung 
jawab kepada Walikota Samarinda melalui Camat ; 

 
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang 

dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Persetujuan 
bersama Kepala Daerah ; 

 
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang 

dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka 
membantu menjalankan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat yang 
menjadi tanggung jawab Pcmerintah Kota Samarinda ; 

 


